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Abstract. This research aims to influence the public budget on labor absorption in West Aceh Regency during the 

Covid-19 pandemic. This research is quantitative research with a Multiple Linear Regression approach. The 

subjects of this research are public spending (or realization of direct spending), non-public spending (realization 

of indirect spending) of the West Aceh Regency government for the 2019-2022 Fiscal Year, and the level of labor 

absorption and the pandemic period during the first semester 2019-second semester 2022 . Research data is 

secondary data, sourced from BPS and DPKKD West Aceh Regency. The data collection techniques used were 

observation and interviews. The results of the t test stated that each variable had a significant effect on the level 

of labor absorption during the pandemic in West Aceh Regency. The public budget variable partially has a positive 

and significant effect on the labor absorption variable at the 95 percent confidence level, the non-public budget 

variable has a significant and negative effect at alpha 0.05. Simultaneous hypothesis testing states that the 

independent variables public budget and non-public budget together have a positive and significant effect on 

labor absorption in West Aceh Regency during the pandemic. The results of the correlation test show that the 

direction of the relationship between the public budget and non-public budget is directly proportional to the level 

of labor absorption in the very strong category. The coefficient of determination states that the variance in the 

level of labor absorption can be explained by public budget and non-public budget variables of 92.5 percent and 

the remaining 7.5 percent is explained by variables outside the model. 

 

Keywords: Public Budget, Non-Public Budget, Labor Absorption, Covid-19 Pandemic Period. 

 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran publik  terhadap  Penyerapan Tenaga 

Kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan Regresi Linear Berganda. Subjek penelitian ini adalah belanja publik (atau realisasi belanja 

langsung), belanja non publik (realisasi belanja tidak langsung) pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 

Anggaran 2019-2022, dan tingkat penyerapan tenaga kerja serta masa pandemi merupakan kurun waktu semester 

pertama 2019-semester kedua 2022. Data penelitian adalah data sekunder, yang bersumber dari BPS dan DPKKD 

Kabupaten Aceh Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil uji t 

menyatakan bahwa masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja 

pada masa pandemi di Kabupaten Aceh Barat. Variabel anggaran publik secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja pada tingkat kepercayaan 95 persen, variabel anggaran non 

publik berpengaruh signifikan dan negatif pada alpha 0,05. Pengujian hipotesis simultan menyatakan variabel 

bebas anggaran publik dan anggaran non publik secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa 

arah hubungan antara anggaran publik dan anggaran non publik berbanding lurus dengan tingkat penyerapan 

tenaga kerja pada kategori yang sangat kuat. Koefisien determinasi menyatakan bahwa variansi tingkat 

penyerapan tenaga kerja dapat di jelaskan oleh variabel anggaran publik dan anggaran non publik sebesar 92,5 

persen dan sisanya sebesar 7,5 persen dijelaskan oleh variabel di luar model. 

 

Kata kunci: Anggaran Publik, Anggaran Non Publik, Penyerapan Tenaga Kerja, Masa Pandemi Covid-19. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pengangguran masih merupakan masalah perekonomian di berbagai tingkat 

perekonomian, termasuk perekonomian Indonesia yang tergolong sebagai Negara 

berpendapatan menengah yang menghadapi permasalahan pengangguran sebagai masalah 

makro ekonomi nasional. Salah satu faktor penyebab peningkatan pengangguran adalah 
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masalah kesehatan yang mempengaruhi perekonomian secara global dan  nasional (Covid-19), 

dampak dari pandemi pada perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih, terutama masalah 

pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama dalam perekonomian 

Indonesia yang tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga berdampak signifikan pada 

pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan sosial, dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. Sebagai negara berpendapatan menengah, Indonesia terus menghadapi tantangan 

dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menampung jumlah angkatan kerja 

yang terus bertambah setiap tahunnya, terutama dengan adanya faktor-faktor eksternal seperti 

pandemi Covid-19, yang memberikan dampak luas terhadap stabilitas ekonomi global maupun 

nasional. Pandemi ini memaksa pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk 

melakukan berbagai langkah strategis guna mengurangi dampaknya, seperti kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan refocusing anggaran yang diarahkan untuk 

pengendalian penyebaran virus. Namun, langkah-langkah tersebut juga membawa tantangan 

besar dalam dunia ketenagakerjaan, terutama dengan meningkatnya angka pemutusan 

hubungan kerja (PHK) di sektor formal, sementara sektor informal seperti pertanian justru 

menjadi tumpuan utama bagi banyak tenaga kerja yang terdampak pandemi. Di tingkat daerah, 

khususnya Kabupaten Aceh Barat, dampak pandemi terhadap penyerapan tenaga kerja sangat 

terlihat pada perubahan struktur ekonomi lokal yang beriringan dengan realokasi anggaran 

publik dan non-publik. Pemerintah daerah menggunakan belanja publik yang berorientasi pada 

pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan masyarakat untuk mendukung 

penciptaan lapangan kerja baru, sementara belanja non-publik yang berorientasi pada 

kebutuhan internal pemerintah cenderung memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran publik dan non-publik 

terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat selama masa pandemi, 

sekaligus memberikan gambaran mendalam tentang efektivitas kebijakan pemerintah daerah 

dalam memanfaatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

menggunakan pendekatan regresi linear berganda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah secara 

optimal. 

Data terbaru menyatakan bahwa angkatan kerja nasional saat ini berjumlah 146,62 juta 

jiwa atau meningkat 2,61 juta jiwa dari tahun 2022, dengan tingkat pengangguran terbuka 5,45 

persen dengan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 3,60 juta orang atau 1,70 

persen dari angkatan kerja (BPS, 2023). Perekonomian nasional pada masa pandemi 
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mengalami kontraksi  yang kuat pada sisi permintaan dan penawaran, yang berdampak pada 

permasalahan ketenagakerjaan secara nasional (Anita, 2022). Kondisi perekonomian global 

dan nasional umum pada kurun waktu 2019-2020 mengalami perlambatan yang di akibatkan 

meluasnya dampak dari virus corona, akibatnya struktur ekonomi nasional pada masa Covid-

19 terkontraksi pada beberapa sektor, di antaranya sektor pariwisata, perhotelan, perusahaan 

retail, terjadinya PMI Manufacturing Indonesia, dan penurunan impor (Yamali & Putri, 2020). 

Langka pemerintah memberikan stimulus fiskal pada penundaan pajak, kebijakan nonfiskal 

kegiatan ekspor dan impor, serta stimulus sektor  keuangan  tidak  dapat  menekan  secara  

maksimal  efek  negatif  dari penutupan (lockdown) yang berdampak langsung pada produksi 

dan menghambat arus barang (logistik) secara langsung, hingga menimbulkan inflasi yang 

lebih tinggi pada masa Covid-19 (Tasrif, 2020).   

Dalam penelitiannya Awaluddin (2021), menemukan bahwa pada sektor penyerapan 

tenaga kerja pada masa pandemi, hampir semua sektor secara nasional terjadi anomali 

penyerapan tenaga kerja, artinya sektor tertentu yang dapat menyerap tenaga kerja dan 

sebaliknya berbagai sektor mengalami  penurunan  daya  serap  tenaga  kerja,  yang  

menimbulkan dampak negatif pada tingkat pendapatan yang mendorong kemiskinan 

meningkat. 

Pembangunan daerah secara ekonomi merupakan upaya penciptaan kondisi 

kesejahteraan masyarakat baik sosial maupun ekonomi. Pencapaian tingkat kesejahteraan yang  

merata memerlukan pembangunan multidimensi yang bersifat sistematis dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang yang melibatkan sinergi berbagai pihak, terutama peran aktif 

pemerintah (publik) maupun peran aktif swasta. Ahli ekonomi memandang bahwa tujuan dari 

pembangunan adalah usaha peningkatan ketersediaan dan distribusi barang-barang kebutuhan 

pokok yang di ikuti oleh meningkatnya standar hidup dan terciptanya  keluasan  pilihan  

ekonomi  dan  sosial  bagi  masyarakat  satu daerah (Todaro, 2011). 

Konsep pembangunan yang dikembangkan oleh Rostow untuk perekonomian lepas 

landas didasari oleh mobilisasi tabungan baik dalam maupun luar negeri untuk menciptakan 

investasi, yang dapat dilakukan oleh pemerintah baik investasi publik maupun investasi swasta 

(Todaro, 2011). Pandangan tersebut menyatakan bahwa pada awal perkembangan dan 

pembangunan di butuh kan persentase  yang  besar  dari  investasi  pemerintah  terhadap  total  

investasi  oleh karena penyediaan sarana publik (Prasetyia et al., 2011). 

Realisasi anggaran non publik (belanja tidak langsung) pemerintah Kabupaten Aceh 

Barat tahun anggaran 2019 mencapai 59,44 persen dari total anggaran belanja pemerintah 

daerah, pada tahun yang sama anggaran publik atau belanja langsung pemerintah Kabupaten 
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Aceh Barat  memiliki proporsi 40,56 persen dari total belanja daerah sebesar Rp1.299.118.001. 

pada tahun 2020 terjadi peningkatan anggaran non publik dari tahun sebelumnya, dimana 

realisasi persentase anggaran non publik mencapai 61,12 persen dari total belanja anggaran 

pemerintah Kabupaten Aceh Barat. pada tahun tersebut belanja anggaran publik mengalami 

penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 total anggaran publik hanya 

terealisasi sebesar 38,88 persen dari total anggaran belanja daerah. Peningkatan realisasi 

tingkat anggaran non publik dalam belanja daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021 

terus meningkat dari 61,12 pada tahun sebelumnya menjadi 99,96 persen dari total anggaran, 

namun tingkat koreksi realisasi anggaran publik mencapai 0,04 persen, angka realisasi ini 

berada jauh dibawah tingkat realisasi pada tahun sebelumnya yang mencapai 38 persen dari 

total anggaran belanja, bahkan tingkat penurunan realisasi belanja publik pada tahun 2021 

merupakan tingkat realisasi anggaran publik terendah pada tahun anggaran 2019-2021. 

Pada tahun 2019 tingkat penyerapan tenaga kerja di kabupaten Aceh Barat sebesar 80 

persen, meningkat pada tahun 2020 menjadi 93 persen dan berjalan stagnan pada tahun 2021. 

Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat dominan pada sektor informal dan  usaha  

sendiri.  Perbaikan  ekonomi  pada  tahun  2021  tidak  diikuti  dengan penyerapan tenaga kerja 

hal ini didorong dari belum tumbuh positif secara keseluruhan sektor ekonomi di Kabupaten 

Aceh Barat pasca Covid-19. Melambatnya perekonomian pada tahun 2020 dan menurunnya 

tingkat realisasi belanja modal di tahun 2021 hingga tingkat investasi yang rendah dan terbatas 

mendorong stagnan pada tingkat penggunaan tenaga kerja di daerah tersebut. 

Dampak negatif Covid-19 melahirkan tindakan cepat pemerintah salah satunya adalah 

upaya refocusing dan realokasi anggaran dengan menerbitkan  Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, sehingga APBD menjadi 

instrumen terpenting dalam pengendalian Covid-19 di daerah yang bertujuan untuk meredam 

counter-cyclical berdasarkan fungsi APBD dari sisi macro economic management dan 

aggregate demand yang erat hubungannya dengan fungsi fiskal (Sanjaya, 2020). Masalah 

ketenagakerjaan merupakan hal mendasar di Aceh Barat sehingga menjadi perhatian serius 

yang membutuhkan penanganan khusus untuk pemecahan masalah pengangguran, faktor 

kebijakan pemerintah pada pengangguran memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada 

perekonomian daerah salah satunya tingkat penyerapan tenaga kerja. Sehingga sangat perlu di 

teliti pengaruh anggaran publik dan non publik terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi lebih 

dominan terserap di sektor pertanian selain menjadi sektor penyangga ekonomi suatu negara 
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terutama saat terjadi krisis ekonomi global akibat dampak pandemi Covid-19, dimana banyak 

tenaga kerja yang di PHK akibat dari kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan PSBB ( 

Pembatasan Sosial Berskala Besar). Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. tahun 2019 

tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 2,576 dan berjalan stagnan pada 

tahun 2020. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2021 yakni 2,159, Kembali 

meningkat pada tahun 2022 berjumlah 2,445. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian selama Covid-19 berjalan stabil pada tahun 

2019 hingga 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada 

tahun selanjutnya 2022. 

Faktor utama yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Aceh Barat termasuk 

investasi pemerintah di sektor pertanian dan kebijakan fiscal yang responsive selama pandemi. 

Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketimpangan antara peningkatan 

anggaran dan efektivitas penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor formal (Awaluddin, 

2021; Yamali & Putri, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh anggaran publik dan non-publik terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Kabupaten Aceh Barat selama pandemic Covid-19. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui pengelolaan defisit anggaran dengan 

ambang batas defisit di atas 3 persen, kebijakan ini dipayungi oleh Perpu No 1 Tahun 2020 

tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi 

corona virus disease (Covid-19). seperti yang kita ketahui bahwa secara makro terdapat tiga 

proses pertumbuhan ekonomi pada berbagai kondisi, yaitu akumulasi, distribusi, dan alokasi. 

Pada masa covid hampir semua proses pertumbuhan ekonomi Negara mengalami 

keterlambatan, termasuk sumber-sumber pendapatan Negara dimana kriteria penerimaan 

negara dari pajak maupun non pajak mengalami penurunan (Sayadi, 2021). Efek negatif Covid-

19   dari sisi ekonomi secara nasional yang dirasakan masyarakat antara lain, penyempitan 

peluang kerja, pemutusan hubungan kerja skala besar, meningkatnya kekerasan, kerugian 

negara dari sisi materil yang besar (Putri et al., 2020). Pada refocusing prioritas anggarannya 

guna mengatasi pandemi Covid-19 dan realokasi anggaran, belanja yang berkaitan dengan 

pandemi meliputi 3 (tiga) “sektor” utama yaitu kesehatan, perekonomian, dan jaring 

pengamanan sosial (Aldila & Estiningrum, 2022). Sehingga peranan anggaran pemerintah 

sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia pada masa pandemi, hingga menjadi tulang 

punggung struktur perekonomian nasional melalui kebijakan tersebut. 
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Anggaran publik dan anggaran non publik merupakan belanja daerah, dimana belanja 

Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh 

Pemda (Darise, 2008). Dengan demikian Anggaran Publik merupakan belanja Pelayanan 

Publik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, sedangkan 

belanja Non Publik adalah Belanja Aparatur Daerah, yang manfaatnya tidak secara langsung 

dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja daerah dikelompokkan ke 

dalam belanja tidak langsung (anggaran non publik)  dan belanja langsung Anggaran Publik. 

Anggaran Non Publik merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu 

unit usaha tertentu. Dalam dunia kerja penyerapan tenaga kerja berbeda-beda cara kerjanya, 

bisa dibedakan sesuai pendidikannya, keahlian khusus atau pengalaman untuk mendapatkan 

kerja disektor formal (Muhira & Irawan, 2023).   Kuncoro (2016) dalam (2022) menjelaskan 

bahwa penyerapan tenaga kerja yaitu banyaknya lapangan kerja yang tercermin dari banyaknya 

jumlah penduduk bekerja. Todaro (2003) dalam  Lube et al (2021) mendefinisikan penyerapan 

tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana 

mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan 

pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja., banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor 

dalam suatu waktu dan satuan upah. 

Penelitian yang menjadi acuan penelitian ini pernah di lakukan oleh Silalahi & Ginting 

(2020) dengan judul penelitian Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam 

Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap 

stabilitas ekonomi melalui pengelolaan anggaran public dan non-publik. Ada pula penelitian 

yang dilakukan oleh Krisnandika et al (2021) dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 

Terhadap Pengangguran Di Indonesia penelitian ini menunjukkan bahwa pandemic Covid-19 

meningkatkan pengangguran secara signifikan akibat pembatasan aktivitas ekonomi, meskipun 

beberapa sektor informal tetap dapat bertahan. 

Hipotesis yang merupakan dugaan awal dari penelitian atas rumusan maslah penelitian, 

sehingga hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H0 = Diduga tidak terdapat pengaruh dari variabel Anggaran Publik terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19. 
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H1 = Diduga terdapat pengaruh dari variabel Anggaran Publik terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19. 

H0 = Diduga tidak terdapat pengaruh dari variabel Anggaran Non-Publik terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19. 

H1 = Diduga terdapat pengaruh dari variabel Anggaran Non-Publik terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19 

Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk  melihat pengaruh secara simultan dan pengaruh parsial 

dari belanja sektor publik yang dilihat dari realisasi anggaran langsung daerah Kabupaten Aceh 

Barat tahun anggaran 2019-2022 sebagai variabel bebas pertama (X1), dan pengaruh tidak 

langsung belanja daerah Kabupaten Aceh Barat  tahun anggaran 2019-2022 sebagai variabel 

bebas kedua (X2) terhadap penyerapan tenaga kerja yang menjadi variabel terikat penelitian. 

Salah satu yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pengujian 

pengaruh kedua variabel bebas tersebut terhadap perannya pada penyerapan tenaga kerja, pada 

penelitian sebelumnya relative menilai peran pemerintah melalui indikator belanja pada 

pelayanan publik dan kesesuaian realisasi anggaran, serta fokus orentasi realisasi belanja 

daerah pada masa pandemi. Pendekatan penelitian sebelumnya pada kualitatif penelitian ini 

menggunakan pendekatan pengujian hipotesis.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat dengan subjek penelitian tingkat 

belanja langsung (anggaran publik), dan tingkat realisasi belanja tidak langsung (anggaran non 

publik) sebagai variabel bebas, dan tingkat penyerapan tenaga kerja di kabupaten Aceh Barat 

sebagai variabel terikat. Masa pandemi dalam penelitian ini adalah kurun waktu semester I 

2019-Semester II 2022. Data penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk kurun 
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waktu yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat dan Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Model analisis data penelitian 

ini adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda, pendekatan pengujian 

hipotesis penelitian ini adalah uji parsial dan uji simultan. Prinsip model regresi linear 

merupakan suatu model yang parameternya linear (biasa saja modelnya tidak berbentuk garis 

lurus), dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lainnya (Nachrowi&  Usman,  2006).  Pendapat  Gujarati  ( 2004),  model  

regresi  linear berganda pada umumnya dapat ditulis sebagaimana persamaan berikut : 

Y = β0+β1 X1+β2 X2+et 

Keterangan : 

Y   = Varibabel Terikat 

β0  = Konstanta 

β1,β2 = Koefisien Regresi Variabel Bebas 

X1,X2 = Variabel Bebas 

et  = Error Term 

Untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis, yaitu 

koefisien korelasi (R) untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dan terikat, 

serta koefisien determinasi (R2) untuk mengetahui proporsi variasi variabel terikat yang 

dijelaskan oleh variabel bebas. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji F digunakan untuk menguji 

pengaruh kedua variabel independen secara simultan. Sebelum melakukan analisis regresi, 

penelitian ini juga menguji asumsi klasik untuk memastikan validitas model yang mencakup 

uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

Untuk   membatasi masalah dalam penelitian, ini variabel-variabel penelitian yang 

dimaksud penelitian ini adalah: masa pandemi adalah periode semester I 2019-semester II 

2022. 

1. Variabel   anggaran publik   adalah realisasi belanja   langsung pemerintah Kabupaten 

Aceh Barat pada semester I 2019-semester II 2022. 

2. Variabel   anggaran non-publik   adalah   tingkat   realisasi belanja tidak langsung 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada semester I 2019- semester II 2022. 

3. Penyerapan Tenaga Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan di Kabupaten Aceh 

Barat dalam kurun waktu semester I 2019-semester II 2022 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada periode pandemi per 

semesternya, dengan tingkat penyerapan terendah terjadi pada semester pertama tahun 2020, 

dimana wabah pandemi semakin meluas secara nasional. Kemudian penyerapan tenaga kerja 

tertinggi terjadi pada semester pertama pada tahun 2021 dengan tingkat penyerapan tenaga 

kerja 95,2 persen dari jumlah angkatan kerja yang tersedia, meskipun pengamatan di lapangan 

tingginya penyerapan tenaga kerja dominan pada sektor pertanian, kehutanan, dan hasil 

kelautan. Sektor tersebut menampung tenaga kerja dari sektor jasa dan angkutan yang terus 

melambat. Data ini menyatakan bahwa setiap tahunnya pada semester kedua terjadi loncatan 

penyerapan tenaga kerja, yang rata-rata terserap di atas 80 persen dari total angkatan kerja yang 

ada di Aceh Barat. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai tingkat penyerapan 

tenaga kerja selama pandemi, data tersebut disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Masa Covid-19 Di Kabupaten Aceh Barat. 

Tahun  Penyerapan tenaga kerja (%) penyerapan tenaga kerja (jiwa) Rata-rata 

angkatan kerja 

per semester 
  Semester 1 Semester 2 

Semester 1 semester 2 

2019 8,1% 8,0% 3459 3450 42928 

2020 7,6% 8,1% 3289 3488 43051 

2021 95,2% 90,8% 45395 43395 47784 

2022 88,5% 88,5% 43610 43611 49277 

Sumber: BPS Aceh Barat 2023. 

Adapun Anggaran Publik dan Anggaran Non Publik Masa Pandemi dapat dilihat pada 

Tabel 2. Realisasi Belanja Publik Dan Belanja Non Publik Masa Pandemi (2019-2022) 

Kabupaten Aceh Barat, sebagai berikut : 

Tabel 2. Realisasi Belanja Publik Dan Belanja Non Publik Masa Pandemi (2019-2022) 

Kabupaten Aceh Barat 

 

Sumber: SIKD djpk. Kemenku 2023. 
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Struktur realisasi anggaran publik atau belanja langsung pemerintah Kabupaten Aceh 

Barat pada tahun 2019 terdiri dari belanja pegawai Rp 250,87 milyar atau 98,32 persen dari 

realisasi belanja daerah. Untuk komponen belanja publik, belanja barang jasa terealisasi 

sebesar 76,47 persen dari anggaran sementara belanja modal  dapat direalisasikan sebesar 92,61 

persen dari target anggaran. Tingkat realisasi belanja publik lebih sedikit dibanding dengan 

realisasi belanja non publik dalam struktur APBD Aceh Barat, dimana pada tahun 2019 

tersebut komponen belanja non publik  dengan tingkat realisasi yang mencapai 98,32 persen 

pada belanja rutin pegawai dan 105,14 persen pada komponen belanja lainnya dari target 

anggaran pada tahun tersebut.  

Tingkat realisasi  komponen belanja publik Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 yang 

terdiri tingkat realisasi belanja pegawai yang mencapai 101,27 persen dari anggaran dan ikuti 

oleh realisasi belanja barang dan jasa mencapai 73,92 persen dari target anggaran dan realisasi 

belanja modal sebesar 75,71 persen dari target anggaran. Pada tahun 2020 tingkat realisasi 

komponen belanja publik masih rendah bila dibandingkan dengan tingkat realisasi belanja non 

publik, salah satunya tingkat realisasi komponen belanja lainnya yang mencapai 102,20 persen 

dari target anggaran. Tingkat realisasi belanja komponen belanja publik pada tahun anggaran 

2021 cenderung lebih tinggi dari komponen belanja non publik, pada tahun anggaran 2021 

tingkat realisasi belanja pegawai sebesar 91 persen dari target, dan di susul oleh tingkat realisasi 

belanja barang dan jasa sebesar 105,01 persen dari target anggaran tingkat realisasi belanja 

modal yang mencapai 100 persen dari target. Sementara realisasi belanja non publik untuk 

komponen belanja lainnya melambat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 98,56 persen 

dari target anggaran. 

Tingkat realisasi komponen belanja publik pada tahun anggaran 2022 dalam struktur 

APBD Aceh Barat di atas 100 persen dari target anggaran. Pada tahun anggaran tersebut 

belanja barang dan jasa terealisasi mencapai 103,58 persen dari target, yang disusul oleh 

realisasi belanja modal yang mencapai 116,25 persen dari anggaran. Belanja pegawai 

terealisasi sebesar 57,55 persen dari target anggaran kemudian realisasi belanja lainya yang 

mencapai 101,54 persen dari anggaran. Dalam kurun waktu tahun anggaran 2019-2022 APBD 

Aceh Barat masih mengalami defisit, pada tahun anggaran 2019 APBD Aceh Barat defisit 

sebesar 124,05 persen dari anggaran atau 32,38 milyar, pada tahun anggaran 2020 APBD Aceh 

Barat mengalami defisit sebesar 2,71 milyar atau 9,78 persen, dan pada tahun 2022 anggaran 

Aceh Barat defisit sebesar 9,36 persen, yang di susul oleh tingkat defisit pada tahun 2022 

sebesar 1,88 persen (data terlampir). Hal ini cenderung terjadi oleh adanya kebijakan khusus 

yang memprioritaskan pada pos penanggulangan pandemi Covid-19. 
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Terdapat juga Hasil Estimasi Regresi Berganda bisa dilihat pada tabel 3. Hasil Estimasi 

Regresi Berganda Pengaruh Belanja Publik Dan Belanja Non Publik Di Aceh Barat Masa 

Pandemi berikut ini :  

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Berganda Pengaruh Belanja Publik Dan Belanja Non Publik 

Di Aceh Barat Masa Pandemi 

 

Sumber: SPSS 2024 

Berdasarkan tabel estimasi regresi berganda di atas, diperoleh persamaan regresi 

berganda analisis Anggaran Publik dan Non-Publik masa pandemi terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut: PTK=β0+β1 AGP+ β2 ANP+ε. 

PTK=-10,778+0,1117- 0,1003+ε 

Persamaan regresi tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta 

Nilai konstanta yang negatif sebesar 10,778 menyatakan jika tingkat  Anggaran publik 

dan Anggaran Non-Publik bernilai konstan atau tetap maka tingkat penyerapan tenaga kerja 

selama masa pandemi di  Aceh Barat bernilai negative sebesar -10,778  persen. 

2. Koefisien Regresi Variabel Belanja Publik (X1) 

Diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel anggaran publik bernilai positif sebesar 

0,111726 , hal ini menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan realisasi anggaran publik atau 

belanja langsung sebesar 1 milyar rupiah akan di ikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga 

kerja sebesar 0,11 persen. 

3. Koefisien Regresi Anggaran Non-Publik (X2) 

Nilai koefisien regresi variabel bebas kedua atau anggaran non publik bernilai negatif 

sebesar -0,100 milyar rupiah, hal ini menyatakan bahwa adanya hubungan yang bertolak 

belakang antara variabel anggaran non publik dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Nilai 

koefisien regresi variabel anggaran publik yang negatif bermakna bahwa setiap terjadi 
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peningkatan jumlah realisasi anggaran non publik sebesar 1 milyar rupiah akan terjadi 

penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar -0,100 persen. 

Variabel Pengujian ini digunakan untuk menganalisis apakah variabel bebas ( Belanja 

Publik, dan Belanja Non-Publik) berpengaruh secara parsial Terhadap variabel Terikat 

(Penyerapan Tenaga Kerja). 

a. Pengambilan Keputusan Uji t sebagai berikut  Jika nilai sig < 0,05 Atau t Hitung > t Tabel 

maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

b. Jika nilai sig > 0,05 Atau t Hitung < t Tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. 

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

 

Sumber: SPSS 2024 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial masing-

masing variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja pada masa 

pandemi di Kabupaten Aceh Barat. Variabel anggaran publik secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja pada tingkat kepercayaan 95 persen, 

sementara variabel anggaran non publik berpengaruh signifikan dan negatif pada tingkat 

kepercayaan yang sama, hal ini sebagaimana di tunjukkan pada nilai t-tabel< t-hitung masing-

masing variabel pada tabel di atas. 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F) 

 

Sumber: SPSS 2024 

Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis simultan di atas dapat di tarik kesimpulan 

bahwa variabel bebas anggaran publik dan anggaran non publik pada penelitian ini secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi, hal tersebut yang secara teoritis di buktikan degan 

nilai Fhitung 44,72711>Ftabel4,45897 dan nilai probabilitas pengujian 0,00064 < 0,05. 
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Tabel 6. Interval Korelasi 

 

Sumber: SPSS 2024 

Berdasarkan hasil estimasi regresi sebelumnya diketahui tingkat korelasi atau R = 

0,947064, yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara anggaran publik dan anggaran non 

publik berbanding lurus (positif) dengan tingkat penyerapan tenaga kerja pada tingkat 

kerapatan hubungan berada pada interval yang sangat kuat. 

Hasil estimasi menyatakan bahwa nilai R2= 0,925, nilai ini menyatakan bahwa variansi 

tingkat penyerapan tenaga kerja dapat di jelaskan oleh variabel anggaran publik dan anggaran 

non publik sebesar 92,5 persen dan sisanya sebesar 7,5 persen dijelaskan oleh variabel di luar 

model. Melihat hal tersebut bahwa peranan penting investasi pemerintah sangat menentukan 

tingkat penyerapan tenaga kerja pada masa pandemi, namun secara teoritis tingkat penyerapan 

tenaga kerja tidak hanya di dorong oleh sektor pemerintah namun juga di tentukan oleh tingkat 

investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, tingkat upah dan tingkat produksi. 

Koefisien Determinasi = R2100% = 0,925 x 100 %  = 92,5%. 

Pengaruh Anggaran Publik terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat 

masa Pandemi, Tingkat anggaran publik yang berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada masa pandemi di Kabupaten Aceh Barat, hal menyatakan bahwa tingkat realisasi 

anggaran publik atau belanja langsung daerah pada  masa pandemi memiliki peran dalam 

perekonomian terutama pada upaya penyerapan tenaga kerja, meskipun pada masa pandemi 

adanya penurunan penyerapan tenaga kerja seperti pernyataan Awaludin (2021), dimana pada 

masa pandemi ada sektor tertentu yang mengalami penurunan daya serap tenaga kerja dan 

sebaliknya terdapat sektor yang dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga realisasi belanja publik 

pemerintah pada penelitian ini memberikan dampak positif dalam distribusi penyerapan tenaga 

kerja pada masa pandemi di Kabupaten Aceh Barat. 

Pengaruh anggaran non publik terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Aceh barat 

masa pandemi, Pengaruh variabel ini yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja selama 

periode Covid-19 merupakan salah satu dampak dari alokasi anggaran non publik yang 

prioritasnya bukan untuk program-program pembangunan langsung, namun merupakan 

anggaran yang dialokasikan pada pos belanja pegawai, belanja hibah, dan alokasi belanja tak 

terduga, sehingga secara umum komponen belanja non publik ini tidak terkait langsung dengan 
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program pembangunan pemerintah yang sedang berjalan. Kecenderungan akan penggunaan 

anggaran pada operasional rutin daerah ini memberikan dampak negatif pada tingkat 

penyerapan tenaga kerja secara umum. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kartiko (2020), dimana  insentif pajak 

dalam merespons dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata berhasil dalam 

penanganan pemutusan hubungan kerja. Juga sejalan dengan hasil penelitian  Julihandono 

(2023) yang menyatakan bahwa program padat karya tunai dari dana desa yang telah mampu 

mengurangi angka pengangguran di pedesaan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian Nurichsan & Setyowati (2023) yang menyimpulkan bahwa belanja pemerintah tidak 

memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada penelitian ini belanja publik dan 

non publik secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh antara belanja publik dan belanja non 

publik pada periode 2019-2022 (masa pandemi) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Aceh Barat dapat di simpulkan sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel belanja publik dan non publik berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi. 

2. Secara bersama-sama belanja publik dan belanja non publik berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Aceh Barat pada masa 

pandemi.  

3. Hasil estimasi data menujukan bahwa arah hubungan antara anggaran publik dan 

anggaran non publik berbanding lurus (positif) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja 

pada interval yang sangat kuat. Variansi penyerapan tenaga kerja dapat di jelaskan oleh 

variabel anggaran publik dan anggaran non publik sebesar 92,5 persen dan sisanya 

sebesar 7,5 persen dijelaskan oleh variabel di luar model. 
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